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ABSTRAK 

Selpi Sukaesi, Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. (dibimbing oleh Haerana dan Ahmad 

Harakan). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam  

pengendalian stunting di desa laiya kecamatan cenrana kabupaten maros. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian yang dilakukan 

bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan peran pemerintah oleh Suhardono 

(2016) yaitu : Fasilitator, Mobilisator dan Regulator. Stunting merupakan salah 

satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia, stunting pada balita dapat 

disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Menurut Kementrian 

Kesehatan tahun 2021 sebesar 7.1%. Sehingga menjadi masalah gizi kronis yang 

terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 

Pada tahun 2021, angka jumlah stunting di Kabupaten Maros 37,5%. Desa Laiya 

sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Cenrana, tidak terlepas dari 

permasalahan stunting pada balita.  

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah sebagai fasilitator telah 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau 

melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil 

dan balita terbebas dari gizi buruk. Peran pemerintah sebagai mobilisator cukup 

baik dalam mengedukasi dan menginspirasi orang tuaatau remaja serta 

menyadarkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pencegahan stunting. Peran pemerintah sebagai regulator telah berhasil 

menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting 

melalui  Program pemberian makanan tambahan (PMT) dan memastikan layanan 

berkualitas bagi masyarakat guna untuk mencegah adanya stunting. 

Kata Kunci :peran pemerintah, Pengendalian Stunting, desa laiya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan 

pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai 

akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang 

lama. Kasus stunting di indonesia masih menjadi permasalahan besar yang 

memerlukan penanganan serius seluruh pihak, sehingga saat ini pemerintah 

indonesia telah menjadikan program penangan stunting sebagai program prioritas 

nasional yang memerluakan penangan secara terintegrasi guan menekan 

peningkatan jumlah kasus. 

Menurut pandangan Siampe et al (Jampur, 2023)stunting adalah kondisi 

gagal tumbuh atau pertumbuhannya yang terhambat pada anak-anak akibat dari 

kekurangan nutrisi yang berlangsung lama, biasanya terjadi pada priode sering 

keterpaparan pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari sejak dalam 

kandungan hingga usia dua tahun. Stunting di tandai dengan tinggi badan anak 

yang lebih pendek dari rata-rata usianya, dan ini biasa berdampak pada kognitif, 

kecerdasan emosional, serta sistem kekebalan tubuh anak. Stunting pada masa 

kanak-kanak akan berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kualitas hidup 

anak hingga dewasa, sehingga penting untuk mencegah dan mengatasi stunting 

dengan memberikan gizi yang cukup, baik pada masa kehamilan, masa menyusui 

dan pertumbuhan anak ( Riwayanti et al. (Jampur, 2023). 
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Anak balita yang mengalami stunting menunjukkan adanya masalah  gizi 

kronis yang perlu diatasi dan dicegah melalui praktik pemberian makanan yang 

benar dan sesuai standar. WHO menyatakan bahwa peraktik pemberian makanan 

yang baik merupakan salah satu indikator untuk menilai kebutuhan nutrisi anak 

apakah sudah terpenuhi secara optimal atau tidak (WHO, 2018). Peraktik 

pemberian makanan yang sesuai standar merupakan indikator yang perlu dipenuhi 

dalam memberikan kebutuhan nutrisi pada balita sesuai tumbuh kembang. Balita 

yang mengalami stunting merepresentasikan adanya masalah gizi kronis yang 

perlu di perbaiki melalui upaya pencegahan dan penggurangan gangguan secara 

langsung dan tidak langsung. Penanggulangan masalah stunting sangat efektif 

dilakukan pada 1000 hari kehidupan. Priode 1000 hari kehiduapan meliputi 270 

hari selama kehamilan, dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah 

dibuktikan secara ilmiah merupakan priode kritis yang menentukan kualitas 

kehidupan (Kemenkes, 2016). 

Permasalah stunting tidak hanya terjadi di indonesia, namun secara global 

juga didapati angka yang cukup memperihatinkan yaitu angka gizi buruk anak 

dibawah 5 tahun di dunia yang terdiri dari kategori kelebihan berat badan, stunting 

(anak dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan) dan wasting (anak 

dengan berat badan rendah) yang dilakuakan pada survei rumah tangga tentang 

tinggi dan berat badan anak pada tahun 2020. Berdasarkan data bahwa sebanyak 

5,7 persen atau 38,9 juta anak di dunia mengalami kelebihan berat badan, 22,0 

atau 149,2 juta jiwa anak mengalami stunting daan 6,7 persen atau 45,4 juta jiwa 
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anak mengalami wasting. Chika Hayashi, Julia Krasevec, Richard Kumapley, 

2021 (Rahman et al., 2023). 

Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021 angka prevalensi Stunting 

Nasional mengalami penurunan angka, hal ini tentunya sejalan dengan apa yang 

diharapkan. Akan tetapi meskipun trendnya menurun diperlukan strategi dalam 

mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%, maka 

dalam kurun waktu 3 tahun kedepan harus bisa menurunkan prevalensi tersebut 

sekitar 10% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan PenurunanStunting. 

Pada tahun 2021 angka stunting di Indonesia sebesar 24,4% dan pada tahun 2022 

sebanyak 21,6% (BKPK, 2023). Menurut pendapat Wapres dan Litbangkes, 2021 

(dalam Rahman et al., 2023). 

Pada sebaran status Gizi Balita berdasarkan komposit tinggi badan 

menurut umur dan berat badan menjelaskan mengenai Prevalensi Status Gizi 

Balita Indonesia pada tahun 2021 dari segi perkembangan gizi Balita yaitu 

stunting, wasting dan underweight. Ditemukan prevalensi stunting mengalami 

penurunan dari 27.7% tahun 2019 menjadi 24.4% tahun 2021, akan tetapi pada 

prevalensi underweight terjadi peningkatan angka dari 16.3% menjadi 17% 

sedangkan wasted dari 7,4% tahun 2019 menjadi 7.1% di tahun 2021. Menurut 

pendapat Kemenkes RI, 2021 (dalam Rahman et al., 2023). 

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi pada anak balita 

akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat 

menyebabkan dampak buruk pada kesehatan dan perkembangan anak, seperti 
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menurunkan kemampuan belajar, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan 

risiko penyakit kronis di masa dewasa. Menurut data Kementerian Kesehatan 

Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 27,67% 

atau sekitar 9,8 juta anak balita.      

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia 

dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia. Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah adalah 

stunting. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada 

masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. 

Berdasarkan Keppres Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh 

kekurangan gizi kronis dan infeksi yang sering terjadi, ditandai dengan tinggi 

badan di bawah standar TB ideal sesuai umur yang ditetapkan oleh Menteri 

Pengelola urusan dinas kesehatan. Penetapan stunting didasarkan pada didasarkan 

pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status 

gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD 

sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely 

stunted). Pelaksanan pepercepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: 

remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu meyusui, dan anak berusia 0 (nol)-59 

(lima puluh sembilan bulan). 

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada priode 

tersebut dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, 
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kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. 

Sedangkan dampak jangka panjang yaitu menurungnya kemapuan kongnitif dan 

presentasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, resiko 

untuk menculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh 

darah, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua serta kualitas kerja yang tidak 

kompotetif (WHO, 2018; Kemenkes RI, 2017).  

Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting. 

Sesuai dengan peran pemerintah desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa dituntut 

untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan 

stunting. Observasi awal yang dilakukan mengenai informasi prevelensi stunting 

di Desa Laiya melalui Puskesmas Cenrana angka stunting yang tebilang dari 3 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tercatat 48 balita di bulan agustus. Tahun 

2022 tercatat 66 balita di bulan agustus dan tahun2023 tercatat 33 balita dibulan 

agustus. Melihat dari rekapan data yang diambil dari Puskesmas Cenrana, terdapat 

intervensi yang cukup baik mengenai angka prevelensi stunting yang bgitu terlihat 

dari tahun sebelumnya sampai tahun ini, sehingga kejadian tersebut menjadi 

sumber acuan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan stunting 

yang didukung dari bantuan dana pemerintah untuk setiap desa di indonesia dalam 

melakukan pencegahan resiko stunting terkhusus di desa Laiya yang menjadi 

lokasi penelitian. 
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Data penderita stunting tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 1.1 Penderita Stunting 

Jumlah balita  diukur 
123 93 263 219 108 207 115 1.128 

Jumlah balita stunting 
27 18 48 37 18 27 12 187 

Sumber data pevelensi stunting PKM Puskesmas Cenrana 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Desa Laiya menduduki penderita 

stunting pertama dari desa-desa yang lain dimana menunjukkan angka balita 

stunting mencapai 48 dari jumlah balita yang diukur 263 anak. Selanjut kita lihat 

gambar pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu: 
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Gambar 1.2 Presentase stunting 2022-2023 

sember data PKM puskesmas cenrana 

Jumlah balita ditimbang dan 

diukur, tahun 2022 

193 68 102 172 98 149 87 869 

Jumlah balita stunting 2022 66 19 19 26 14 17 8 169 

Jumlah balita ditimbang dan 

diukur, 2023 

194 99 72 96 159 91 181 890 

Jumbah balita stunting 2023 33 13 8 9 15 8 10 96 

 

 Dari gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Laiya kembali 

menduduki balita stunting tertinggi di 2022 dari desa-desa yang lain dimana 

mencapai 66 balita terdeteksi stunting dari 193 anak, terlihat jelas 

perbandingannya dengan tahun 2021 dimana stunting melaju sangat tinggi pada 

tahun 2022 sehingga pemerintah desa Laiya bekerja keras dalam menurunkan 

stunting yang menjadi permasalahan utama yang ada di indonesia, pada tahun 

2023 stunting mengalami penurunan derastis menjadi 33 balita stunting dari 194 
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anak yang ada di Desa Laiya sehingga perlu perhatian pemerintah terhadap 

stunting yang yang di sebabkan kekukrang gizi. 

Pemerintah desa juga mencoba menjalin kerja sama antara perangkat desa, 

bidan desa, dan pemuda setempat untuk membentuk program penanggulangan gizi 

buruk stunting. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Laiya yang terletak di 

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Beberapa upaya yang dilakukan antara 

lain memberikan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada kader posyandu 

untuk megedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting di 1000 (PHK) hari 

pertama kehidupan, dengan peserta TP-PKK khususnya Pokja IV yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan program kesehatan, kelestrarian 

lingkungan, dan perencanaan yang baik. Pemerinatah desa juga melibatkan bidan 

desa dengan seringkali berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan 

kepada masyarakat.  

Namun hal ini belum optimal karena adanya beberapa kendala, seperti 

kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan konsultasi stunting dan posyandu, 

karena mayoritas penduduk berkerja sebagai petani dan buruh tani serta senang 

berkerja untuk mencari nafkah. Sulitnya perjalan dari rumah menuju lokasi 

posyandu yang jaraknya relatif jauh, dengan sendirinya menjadi tantangan dalam 

pelaksanaan program yang direncanakan. Dengan adanya kendala tersebut, 

pemerintah desa memerlukan inovasi diluar sosialisasi untuk dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dampak stunting. 

Pemerintah desa tentunya memiliki tanggung jawab untuk memeberikan 

dukungan bagi para kader agar mampu melaksanakan tugas dan pelayanan secara 
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optimal. Dengan adanya sosialisasi akan penting pemahaman pola hidup sehat dan 

pola asuh yang baik pada anak, layanan menunjang kegiatan di bidan kesehatan, 

guna menurunkan kasus stunting di desa Laiya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan adanya peran pemerintah dalam Pengndalian stuntingdi 

Desa Laiya, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Yang nantinya dapat berguna 

untuk memperbaiki sistem dari program ini sehingga dapat dijalankan secara 

maksimal, serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam segi 

layanan khususnya untuk menekan kasus stunting. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa 

Laiya,Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Peran pemerintah dalam pengendalian stuntingdi Desa 

Laiya, Kecamatan CenranaKabupaten Maros 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademis, diharapkan penelitian ini mampu berfungsi sebagai suatu karya 

ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan yang dapat mendukung untuk penelitian atau 

pihak lain. 

2. Paraktis, diharapkan pemerintah mampu mewujudkanpengendalian 

stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai bahan pembanding dan refrensi 

untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan Peran Pemerintah 

dalam pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten 

Maros. Berikut beberapa penelitian sebelumnya: 

Tabel Penelitian Terdahulu 2.1 

N

o 
Nama Judul 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

1 (Nur 

Azizah, 

Nastia, 

2022) 

Srategis 

Dinas 

Kesehatan 

Dalam 

Menekankan 

Laju 

Penderita 

Stunting Di 

Kabupaten 

Buton Selatan 

Metode yang 

di gunakan 

dalam 

penelitian 

yakni metode 

deskriptif 

kualitatif 

Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diperoleh hasil 

penelitian yang telah 

dilakukan di dinas kesehatan 

ini dalam pencegah stunting 

dari berbagai program yang 

tersusun salah satunya kita 

melakukan sosialisasi dan 

seminar untuk mengajak 

kaum ibu memperhatikan pola 

hidup sehat. Terutama pada 

saat hamil. Di ketahui bahwa 

sosialisasi yang dilakukan 

sudah ada dampak positif 

karena masyarakat yang 

awalnya tidak tahu apa yang 

dimaksud dengan stunting 

kini sudah memiliki 

kesadaran betapa pentingnya 

menjaga kesehatan. 
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2 (Regita & 

Prathama, 

2023) 

Peran 

Pemerintahan 

Desa Dalam 

Upaya 

Pencegahan 

dan 

Penurunan 

Stunting 

Terintegrasi 

Metode yang 

di gunakan 

dalam 

penelitian 

yakni metode 

deskriptif 

kualitatif 

Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diperoleh hasil 

penelitian yang dapat di 

simpulkan bahwa Untuk 

menanggulangi stunting 

secara efektif, penting untuk 

melibatkan beberapa 

pemangku kepentingan 

terutama ditingkat daerah. 

Pemerintahan desa memegang 

peran sebagai ujung tombak 

pengentasan stunting, 

terutama dalam upaya 

promotif dan preventif. 

Intervensi gizi efektif 

dibutuhkan untuk mengurangi 

stunting. Berdasarkan fokus 

penelitian, maka dapat 

diketahui bahwa terdapat dua 

fokus intervensi Pemerintahan 

Desa Wedoro dalam upaya 

penanganan dan pencegahan 

stunting terintegrasi yaitu 

intervensi gizi spesifik dan 

intervensi gizi sensitif. 

3 (Suhroh & 

Pradana, 

2021) 

Peran 

Pemerintah 

Desa Ko’olan 

Dalam 

Penekanan 

Stunting 

Melalui 

Program 

Gopo (Gojek 

Posyandu) 

Untuk 

Mewujudkan 

Pembanguna

n 

Berkelanjutan 

Peneliti akan 

meneliti 

dengan 

menggunakan 

jenis 

penalitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Upaya pemerintah Desa 

Ko’olan diantaranya yaitu 

menyediakan sarana dan 

prasarana seperti pemberian 

vitamin dan penyediaan 

poskesdes, alokasi dana desa 

sebesar Rp.18.000.000 untuk 

layanan kesehatan, menjalin 

kerjasama dengan organisasi 

perangkat daerah, dan 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap kegiatan 

posyandu. Pada bulan oktober 

sampai dengan desember 

2019 terdapat 28 anak usia 0-
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di Kabupaten 

Bangkalan. 

2 tahun terdaftar dalam 

formulir posyandu, 

pemerintah perlu 

memperhatikan kesejahteraan 

pengurus GOPO, pengelolaan 

anggaran dana desa serta 

media sosial sebagai sarana 

informasi bagi masyarakat. 

Sumber data Artikel 2024 

Pada tabel diatas, penelitian yang telah dilakukan oleh (Nur Azizah, 

Nastia, 2022)Srategis Dinas Kesehatan Dalam Menekankan Laju Penderita 

Stunting di Kabupaten Buton Selatan.Di temukan persamaan yaitu sama-sama 

menrunkan angka stunting dan metode yang di gunakan yait metode deskriptif 

atau pendekataan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian seblumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang 

digunakan.Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori yang 

dikemukakan oleh Kooten (dalam salusu 2006) yaitu: a) Strategi Organisasi, b) 

Strategi Program, dan c) Strategi Pendukung Sumber Daya. 

Kemudian pada tabel kedua dilakukan (Regita & Prathama, 2023)Peran 

Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting 

Terintegrasi. Ditemukan persamaan pada fokus penelitian dan metode yang di 

gunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yang akan dilakukan 

terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Teori yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Mauluddin dan Novianti 
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(2020) yang meliputi: 1) Kecukupan asupan makan dan gizi, 2) Pemberian makan, 

perawatan dan pola asuh dan 3) Layanan pengobatan infeksi atau penyakit.  

Kemudian pada tabel ketiga dikemukakan oleh (suhroh dan pradana, 2021) 

Peran Pemerintah Desa Ko’olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program 

Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di 

Kabupaten Bangkalan. Terdapat persamaan pada fokus penelitian dan metode 

yang diguanakan yaitu metode deskriptif denagan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahu dengan penelitian yang 

akan dilakukakan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. 

Penelitian terdahulu menggunakan teori Yeti (dalam pastika, 2017) yang meliputi: 

1) Ketersediaan sarana dan prasarana, 2) Ketersediaan anggaran, 3) Kemitraan 

dan 4) Partisipasi dari masyarakat 

B. Konsep Teori 

1. Pengertian Peran 

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini 

diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin 

tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah 

yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan 

kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu, maka 

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai 

pemegangperan (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah 
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beban atau tugas Suharimin, 2018 dalam (Sihombing, 2022). 

Menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022)peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki 

seseorang apabila hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai kedudukan. 

Menurut Narwako dan Suryanto (2019: 160) mengatakan bahwa peran 

dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses 

sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-

norma dan pengetahuan. 

Menurut Rivai, 2004dalam (Susantri & Putri, n.d.)peranan diartikan 

sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi 

tertentu. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang 

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Ali, 

2000:148). 

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari 

pola-pola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Perilaku 

seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang 

faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut 

menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan 

organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat 
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berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, 

bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin 

dalam kepribadian masing-masing. 

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu 

tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan 

kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator 

terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan 

tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena 

demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan 

perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk 

memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut 

peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi 

maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan 

manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Peranan merupakan 

aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan 

peranan. Menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022)peranan 

mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat 

dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau 
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lembaga. 

3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

dalam masyarakat. Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-

lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang yang 

banyak menyediakan peluangpeluang untuk pelaksanaan peranan.  

Setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara 

individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan 

peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai 

sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak (Znaniecki dalam 

Soekanto, 2017: 270) Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan 

kedudukan tertentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan 

segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam suatu 

organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi 

atau masyarakat.Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan peranan 

pemeritah desa dalam meberikan pelayanan admnistrasi kepada masyarakat 

desa adalah tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan 

merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. 

2. Pengertian Pemerintah 

Pemerintah secara etimologis ialah pemerintahan berasal dari kata dasar 

“Pemerintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, 
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komando. Pemerintah dalam bahasa inggris disebut goverenmnet yang 

berasal dari bahasa latin: gobernare, greekkybernaan yang berarti 

mengememudikan atau mengendalikan (Ibrahim, 2010: 87). Secara umum 

pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki 

kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang- undang 

di wilayah tertentu. 

Menurut Sumaryadi, 2010 dalam (Aridhayandi, 2018) mengemukakan 

bahwa pemerintah merupakan oraganisasi yang memiliki: 

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik. 

2. Kukuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik. 

3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi 

menjalankan kekuasaan.  

4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk 

menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan 

dengan monopoli atas kekuasaan yang sehat. 

3. Pengertian Pemerintah Desa 

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola 

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan 

serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka 

bekerja. Menurut Syafi’ie. 2019 dalam (Sihombing, 2022) secara 

etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut: 

 a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti 

didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 
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wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.  

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan 

yang melakukan kekuasaan memerintah.  

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti 

perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. 

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh 

Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang 

hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-

tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah 

suatu proseses pemaduan usaha- usaha masyarakat desa yang 

bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, 

ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan 

Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa 

merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala Desa 

b. Unsur pembantu kepala desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas : 

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui 

oleh sekretariat desa, 
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2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain. 

3) Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepela di wilayah kerjanya 

seperti kepala dusun. 

4. Peran Pemerintah Desa 

Menurut Suhardono (2016: 38) menyatakan bahwa peran 

merupkan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang 

dalam menduduki jabatan.Adapun peran pemerintah desa adalah: 

1. Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat 

dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, 

pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, 

pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau 

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat. 

 Dari pengertian diatas, pemerintah desa sebagai fasilisator yaitu 

orang yang menyediakan fasilitas dalam bentuk fisik dalam kegiatan-

kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran  

dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat 

berjalan dengan baik. Pemerintah Desa juga dapat menjadi narasumber 

yang baik untuk berbagai permasalahan 

2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna 
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untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator 

yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk 

bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa 

guna untuk kepentingan bersama.Pemerintah Desa sebagai mobilisator 

dalam hal ini orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk 

melakukan sesuatau yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna 

untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator 

yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk 

bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa 

guna untuk kepentingan bersama. 

3. Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

penyelenggaraan pembangunanan (menerbitkan peraturan-peraturan 

dalam rangka efektivitas dan tata tertib admnistrasi pembangunan). 

Untuk memastikan bahwa stunting akhirnya di adopsi di indonesia, 

pemerintah bahkan sekarang melanjutkan upayanya di bawah komando 

Presiden Republik Indonesia melalui peraturan Presiden Nomor 72 

Tahun 2021. Target telah ditetapkan, dan jika tidak direalisasikan 

secara penuh ke depan, pemerintah akan terus bekerja keras untuk 

mencapai untuk mencapai target tersebut, salah satunya adalah 

menurunka angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Tujuan dan 

sasaran yang diamanatkan pemerintah. 

 

 



21 
 

 
 

5. Pengertian Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua desa adalah satu 

kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan esa 

terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat 

tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan 

bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada 

akhirnya terbentuklah desa (Anggara, 2016: 109) 

Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di harapkan seluruh 

jajaran pemerintahan dapat memenuhi amanatnya dan bekerja sama untuk 

mempercepat proses pengurangan stunting pada penduduk. Badan 

Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKNN) yang 

diketuai oleh Kepala BKKBN merupakan instansi pelaksanaan yang 

bertanggung jawab dalam pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan 

presiden nomor 72 Tahun 2021. Hasil survei Stauts Gizi Balita Indonesia 

(SSGBI) 2019 di 34 provinsi menemukan bahwa 27,67% anak Indonesia 

dibawah usia lima tahun mengalami stunting, Litha, 2020 (dalam Nur 

Hasrat Illahi). Versi organisasi kesehatan dunia memasukkan Indonesia ke 

dalam daftar negara dengan status gizi rendah karena hal tersebut. 

Stunting memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara, termasuk 

anak muda yang kekurangan berat badan untuk usianya, tulang yang tidak 

berkembang dengan cepat, dan dia lebih pendek dari rekang-rekangnya. 
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Kekurang dalam diet anak selama tahun pertama kehidupan adalah 

penyebab utama stunting. Dalam konteks ini, seribuh hari di mulai pada 

saat pembuahan dan berlanjut hingga bayi berusia dua tahun. Jika 

ketersediaan nutrisi tidak mencukupi selama waktu ini, keterlibatan 

selanjutnya akan memiliki konsekuensi langsung dan jauh. 

Menurut (Rahmadani & Lubis, 2023),  peran adalah suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan 

berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi 

sosialnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

gizi seimbang dan membuat ibu memahami adanya faktor risiko stunting 

pada perilaku makannya dan perilaku makan anaknya adalah dengan 

memberikan konseling gizi. Konseling gizi merupakan upaya perbaikan 

gizi untuk semua individu dan keluarga. Kegiatan ini merupakan tindakan 

nyata peningkatan kemampuan keluarga dalam memilih dan menentukan 

pemenuhan gizi yang tepat dalam siklus kehidupan. Proses konseling gizi 

harus mengikuti langkah-langkah Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) 

Berikut ini adalah beberapa program yang dilakukan dalam program 

penanggulangan stunting di Puskesmas antara lain sebagai berikut. 

1) Program penyuluhan terkait stunting. 

Program penyulushan adalah upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang bahaya stuunting dan cara 

pencegahannya. Stunting yang berarti pertumbuhan anak yang 

yang lambat, disebabkan oleh kurangnya nutrisi selama masa 
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kehamilan dan masa pertumbuhan awal. Program yang biasanya 

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, 

demonstrasi, dan evaluasi serta dengan tujuan meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi 

seimbang dan penceghan stunting. 

2) Program terkait pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh 

kembang anak balita. 

Program pemeriksaaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh 

kembang anak yang dilakukan oleh posyandu balita dan ibu hamil 

meliputi beberapa kegiatan utama: 

1. Pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi adalah 

posyandu memberikan pelayanan yang mencakup 

pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi untuk ibu 

hamil. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga 

kesehatan ibu hamil dan mencegah gangguan pada masa 

kehamilan. 

2. Pemasangan alat kontrasepsi (KB) adalah ibu hamil dapat 

melakukan pemasangan alat kontrasepsi (kb) di posyandu 

jika memungkinkan, setelah melahirkan. 

3. Pemeriksaan bayi dan balita secara rutin adalah posyandu 

menyelenggarakan pemeriksaan bayi dan balita secara 

rutin untuk menyatukan tumbuh kembang anak dan 

mendeteksi gangguan tumbuh kembang sejak dini. Jenis 
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yang di selenggarakan posyandu untuk balita meliputi 

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan 

lingkar kepala anak, pelayanan evaluasi tumbuh 

kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh 

kembang. 

4. Imunisasi wajib adalah salah satu program pemerintah 

yang mewajibkan setiap anak usia dibawa satu tahun 

melakukan imunisasi. Posyandu menjadi salah satu pihak 

yang berhak menyelenggarakan program imunisasi 

tersebut, termasuk imunisasi hepatitis B, polio BCG, 

campak, dan DPT-HB-HiB. 

5. Pemantauan status gizi adalah posyandu berperan penting 

dalam mencegah anak baduta dan balita desa keluarga 

yang berkualitas menjadi anak resiko stunting. Pelayanan 

gizi di posyandu meliputi penimbangan berat dan 

pengukuran tinggi badan, deteksi dini gangguan 

pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. 

6. Pemantauan perkembangan anak adalah melalui kegiatan 

posyandu membantu menyatukan tumbuh kembang anak 

dan mendeteksi gangguan tumbuh kembang sejak dini. 

Jenis ini diselenggarakan posyandu untuk balita meliputi 

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan 

lingkar kepala anak, pelayanan evaluasi tumbuh 
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kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh 

kembang. 

Oleh karena itu, program posyandu balita dan ibu hamil 

fokus pada pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh 

kembang anak balita, serta memberikan berbagai layanan 

kesehatan lainnya seperti imunisasi, pemantauan status gizi, dan 

pemantauan tumbuh kembang anak. 

3) Kunjungan pelayanan antenatal care. 

Kunjungan layanan antenal care (ANC) adalah bagian 

penting  dari pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakaukan 

secara rutin untuk memantau kemajuan kehamilan dan memastikan 

kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Frekuensi kunjungan 

ANC yang direkomendasikan adalah minimal 6 kali selama masa 

kehamilan, dengan rincian 2 kali pada trimester pertama, 1 kali 

pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. Berbagai 

pemeriksaan dan layanan seperti pengukuran berat badan dan 

tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar legan 

atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uterus), 

penentuan presentasi jani dan denyut jantung janin, pemberian 

imunisasi sesuai dengan status imunisasi, memberikan tablet 

tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet dan temu wicara 

(konseling) dan penilaian kesehatan jiwa. 
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Kunjungan ANC yang rutin dan komprehensif dapat 

membantu mencegah gangguan kehamilan, menigkatkan kesadaran 

ibu mengenai tanda bahaya kehamilan, serta memastikan 

persalinan yang aman dan sehat untuk ibu dan bayi. Selain itu, 

kunjungan ANC juga membantu meningkatkan kesadaran ibu 

mengenai pentingnya ASI eksklusif dan peran ibu dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

4) Program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan 

pemberian makanan tambahan kepada balita. 

Program pemberian makanan tambahan (PMT) kepda ibu 

hamil dan balita adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan status gizi dan mencegah stunting pada anak. 

Program ini meliputi program makanan tambahan yang aman dan 

berkualitas kepada balita, serta kegiatan pendukung lainnya yang 

memperhatikan aspek mutu dan keamanan pagang. Tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan status gizi anak dan 

mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapai status gizi dan 

kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak. PMT untuk ibu 

hamil biasanya berupa suplemen vitamin A, dan B, dan zat besi 

yang baik di konsumsi selama masa menyusui. Hal ini penting 

untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah 

gangguan gizi pada masa kehamilan dan menyusui. Serta 

pemberian makanan tambahan PMT kepada balita dilakukan 
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dengan cara memberikan makanan tambahan yang aman dan 

berkualitas, seperti biskuit, kepada balita yang menderita gii 

kurang (wasting). Kegiatan ini dilakukan oleh petugas puskesmas 

dan bidan desa setempat, dan menyampaikan pemberian makanan 

tambahan ini kepada balita yang menderita gizi kurang, serta 

mungkin juga balita yang tidak menderita gizi kurang. 

Dalam beberapa kasus, PMT juga dilakukan untuk ibu 

hamil yang kekurangan energi kronis, dengan tujuan untuk 

meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu hamil. Oleh sebab itu, 

program PMT ini fokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan 

ibu hamil dan balita, serta mencegah stunting dan gangguan gizi 

pada masa kehamilan dan menyusui. 

6. Pengendalian Stunting 

 Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak 

lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. 

  Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia 

Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini 

dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya 

(bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan 

otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan 

prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. 
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Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor 

keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak 

yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal 

seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang 

paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, 

lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. 

Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa 

dicegah. 

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya 

ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, 

sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan 

berkompetisi di tingkat global. Seringkali masalah-masalah non kesehatan 

menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, 

sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta 

masalah degradasi lingkungan. Karena itu, ditegaskan oleh Menkes, 

kesehatan membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. 

a. Pemberian Makanan dan Pola Asuh 

 Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap 

makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak 

beragam.Istilah “Isi Piringku” dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan 

dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa 

pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di 
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samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur.Dalam satu 

porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi 

diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi 

lebih banyak daripada karbohidrat. 

Peran Pemerintahan Desa dalam aspek tersebut yaitu 

menyelenggarakan program Pos Gizi dengan penyediaan  PMT  

(Pemberian  Makanan  Tambahan)  yang diberikan kepada sasaran balita 

stunting dengan proporsi benar selama 3 bulan melalui kader kesehatan    

dan pemberian edukasi kepada ibu balita/pengasuh. Untuk mekanismenya  

selama  10  hari  beturut-turut  dalam  satu  bulan  pertama  balita 

stuntingdibawa  ke  Balai  Desa  untuk  diberikan  makanan  dengan  menu  

yang  berbeda  setiap harinya.  Pada  hari  pertama,  anak  akan  diukur  

terlebih  dahulu  tinggi  badannya  dan setelah  proses  pemberian  makan  

selama  10  hari  dalam  3  bulan  anak  akan  kembali diukur  tinggi  

badannya.  Sehingga  akan  terlihat  apakah  ada  perubahan  terhadap  anak 

tersebut. 

Program  Pos  Gizi  tersebut  dilakukan  tidak  hanya  sekedar  

menyediakan  PMT kepada  balita stuntingtetapi  juga  dengan  cara  

bermain,  bernyanyi  bersama  agar  balita stuntingtidak  merasa  bosan  

dalam  kegiatan. Hal  tersebut dinilai dapat memberikan dampak  positif  

bagi  balita stunting.Selain  itu,  programpos  gizi  juga  bertujuan sekaligus 

memberikan edukasi ibu balita stunting mengenai praktik pemberian 

makanan yang  bergizi  dan bagaimana  dalam  memberikan menu  yang  
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berbeda  setiap  harinya sehingga anak tidak bosan untuk makan-makanan 

yang sama setiap harinya.Dalam  hal  ini pemberian  makan merupakan  

kebiasaan memberikan  makan  anak dengan variasi   makanan, pemilihan 

jenis makanan yang tepat dan bagaimana menanganinafsu  makan  anak  

yang  rendah. Edukasi  yang  diberikan  juga  mengenai perawatan  

kesehatan  terhadap  anak  dan  pola  asuh  yang  baik.  Menurut Masri  et  

al., (2021)menjelaskan bahwa Pos Gizi merupakan kegiatan pemulihan dan 

pendidikan gizi dengan cara pemberdayaanibu   balita/pengasuh   sehingga 

dapat   terjadi perubahan perilaku dalam   pemberian makan,   pengasuhan, 

kebersihan diri, dan   pemberianperawatan kesehatan. 

b. Kecukupan Asupan Makanan dan Gizi 

Pemerintahan desa memegang peran penting, Adanya  

komitmen  bersama  dan  kerjasama  dengan elemen masyarakat 

khususnya para orang tua dalam melakukan percepatan pencegahan 

stuntingmerupakan tugas pemerintahan desa melalui kader kesehatan 

dalam kecukupan asupan  makanan  yang tepatmengingat  hal  ini  

dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang anak. Dalam  Pemerintahan 

Desa memberikan sosialisasi melalui Program Kelas  Ibu Hamil   yang   

dilakukan oleh kader kesehatan. Program yang diberikan  

berupasosialiasi  mengenaiasupan  makanan  yang  dibutuhkan  ibu  

hamil selama  masa  mengandung  untuk  menghindari  KEK  

(Kekurangan  Energi  Kronis)  yang akan berdampak pada lahirnya 

anak stunting. 
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Program  Kelas  Ibu  Hamil  tersebut  dilaksanakan  empat  kali  

dalam  satu  bulan dengan  materi  yang berbeda-beda  dengan  

membawa  buku  KIA  (Kesehatan  Ibu  dan Anak). Informasi  dalam  

Buku KIA  bisa  menumbuhkan  pengetahuan  dan  pemahaman orang  

tua  dan  kader  sehingga  bisa  menggerakkan  masyarakat  untuk  

hidup sehat(Sugiharti et al., 2021).Buku KIA tersebut merupakan 

sumber informasi yang berguna bagi  keluarga  mengenai  kesehatan  

ibu  dan  anak  termasuk  rujukannyaserta  alat  untuk mengidentifikasi  

masalah  kesehatan.Suparmi, dkk(2018)menunjukkan  hasil  bahwa 

Buku   KIA   berpengaruh   terhadap   meningkatnya   pengetahuan dan   

pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

 Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola 

asupan yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan 

Balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi 

remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami 

pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi 

janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. 

        Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusu dini 

(IMD) dan berupayalah agar bayi mendapat colostrum air susu ibu 

(ASI). Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, 

ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun berikan juga 

makanan pendamping ASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya 
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dengan membawa buah hati ke Posyandu setiap bulan.  

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak 

anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui 

imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh 

pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di 

Posyandu atau Puskesmas. 

c. Peningkatan Penyediaan Air Bersih dan Sarana Sanitasi 

Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di 

dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada 

risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar 

sembarangan. “Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh 

pemahaman orang tua (seorang ibu) maka, dalam mengatur kesehatan 

dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat 

mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan 

gizi atau ibu dan anaknya. 

Dalam menjalankan  tugasnya, pemerintahan 

Desatentuberusahauntuk memberikan pelayanan yang bermanfaat  

kepada  masyarakat. Salah satunya yaitu dalam menyediakan air 

bersih dan sarana  sanitasi. Hal itu dilakukan supaya masyarakat 

tidak lagi  menggunakan air yang  kurang layakuntuk dikonsumsi 

dan  sanitasi  yang kurang memadai sehingga secara  tidak  

langsung dapat menurunkan angka stunting.Dalam hal ini 
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Pemerintahan Desa  dalam penyediaan air bersih mengenai PDAM 

telahterakses ke rumah-rumah warga namun masih terdapat 

beberapa rumah warga  yang terkendala akses air bersih karena 

masih menggunakan sumur  yang terkadang  keruh. Hasil  

penelitianOtsuka  et  al., (2019),  mengungkapkan  bahwa  rumah 

tangga  yangmengkonsumsi  air  minum  bersumber  dari  air sumur 

dapat  meningkatkan kejadian stuntingpada anak dibandingkan 

dengan rumah tangga yang menggunakan air tangki dan 

sumur.Meskipun peran yang ditunjukkan masih sebatas himbauan, 

akan tetapi dorongan yang    dilakukan Pemerintahan  Desa  dalam  

mewujudkan air  bersih  dan  sarana  sanitasi  menjadi langkah  

alternatif  yang  tepat  mengingat,  sebagaimana  menurut  WHO  

(2018) dalam Nisa et al.,  (2021)bahwa  air  minum  yang  bersih  

dan  memadai,  sanitasi  layak  adalah intervensi kesehatan ekuitas 

yang utama. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori 

Peran pemerintah oleh Suhardono (2016) yang meliputi fasilitator, mobilisator, 

dan regulator. 

 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Peran Pemerintah dalam Pengendalian 

Stunting di Desa Laiya,Kecamatan Cenrna, Kabupaten Maros. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan diatas penulis akan 

mendeskripsikan indikator Peran Pemerintah Menurut Suhardono (2016) yaitu : 

Peran Pemerintah dalam pengendalian 

stunting di Desa Laiya Kecamatan 

Cenrana, Kabupaten Maros 

1. Sebagai Fasilitator 

2. Sebagai Mobilisator 

3. Sebagai Regulator 

Pemerintah Berhasil dalam 

Mewujudkan Penurunan stunting  di 

Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, 

Kabupaten Maros 
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1. Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting 

sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta 

memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan 

pada balita dan tempat pelayanan kesehatan. 

2. Pemerintah sebagai Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau 

menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan  nyata dalam penanganan 

stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau 

remaja guna untuk kepentingan bersama. 

3. Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

penyelenggaraan Serta menjalankan kebijakan dalam memandu penurunan 

stunting melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan). 

 

 



 
 

36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah 

dilaksanakan seminar proposal. Lokasi penelitian berada di Desa Laiya kecamatan 

cenrana, dalam Pengendalian stunting. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa berkembangnya Pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan 

cenrana,Kabupaten Maros. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan 

berupa bentuk informasi melalui tulisan ataupun informasi yang 

didapatkan dalam bentuk lisan yaitu pengendalian stunting diDesa Laiya, 

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secara jelas mengenai efektifitas pengendalian stunting diDesa 

Laiya,Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama 

peneliti melaksanakan penelitiannya. 
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1. Data Perimer 

Data perimer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. 

Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah informan yaitu orang-

orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita 

jadikan sebagai sarana mendapat informasi atau data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaaan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. 

D. Daftar Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 

akan diteliti secara mendetail, adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

 

No. Nama Inisial Pekerjaan/Jabatan 

1. A.S Kepala Desa 

2. R Bidan Desa 

3. H Ketua Kader Posyandu 

4. R Masyarakat 
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E. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara  

Penenlitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara 

langsung tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal kepada semua 

informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang 

sama antar informan yang satu dengan yang lainnya. 

2. Teknik Pengamatan/Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan 

Efektivitas pengendalian stunting di Desa Laiya,Kecamatan Cenrana, 

Kabupaten Maros. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan data yang akurat dan relevan antara jawaban 

informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku 

ataupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Efektivitas 

pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten 

Maros. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan serta 

melengkapi informasi yang erat kaitannya dari pokok permasalah.  
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F. Teknik Analisis Data 

Adapun langkah peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan 

prosedur dan tahapan-tahapan berikut. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan pemilihan data atau pemusatan perhatian 

kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga 

data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau lapoaran yang 

lengkap atau terinci. Laporan lapangan di rediksi, diranfkum, dipilih hal-

hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian ini dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat 

diakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama peneltian 

berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data, 

peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah 

terkumpul.  

G. Keabsahan Data 

Triagulasi adalah meteodologis pada penelitian kualitatif yang harus peneliti 

ketahui. Teknik triagulasi bertujuan meningkatkan kekuatan teoritis, 



40 
 

 
 

meteodologis, maupun interpreatif dari penelitian kualitatif. Triagulasi dibagi 

menjadi tiga yaitu berdasarkan pada sumber , teknik dan waktu (Mekarisce, 2020) 

1. Triagulasi sumber 

Triagulasi sumber dapat diproleh dengan cara pengecekan data dari 

berbaagai sumber yang telah diproleh. Dalam hal ini peneliti dapat 

membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dengan dokumen-

dokumen yang ada. Perbandingan hasil wawancara dari informan (data 

primer) dengan buku bacaan atau file ataupun dokumentasi yang berkaitan 

dengan peneltian (data sekunder) 

2. Triagulasi teknik 

Triagulasi teknik adalah triagulasi tang digunakan untuk menguji data 

dengan ngecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam 

hal ini data yang diproleh dengan teknik wawancara dilakukan pengecekan 

dengan teknik observasi ataupun dokumen. 

3. Triagulasi waktu 

Triagualsi waktu adalah triagulasi yang sering mempengaruhi data. 

Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti dapat melakukan 

pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dan dengan berbagai 

cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi 

hari saat informan masih dalam keadaan kuat. Kemudian melakukan 

pengamatan kembali pada sore hari untuk mengapatkan data yang lebih 

valid dan memastikan data yang diproleh tidak berbeda dari waktu ke 

waktu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokus penelitan 

1. Gambar Umum  Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 

Desa laiya terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 410-

705 mdpl. Di desa ini terdapat sungai mallarunang yang difungsikan 

sebagai irigasi pertanian, sumber air baku, pengaturan tata air untuk 

memanimalisir potensi banjir. Desa Laiya adalah desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Berjarak 5 km dari pusat 

pemerintahan kecamatan Bengo, 39 km dari pusat pemerintahan kabupaten 

Turikale dan berjarak 69 km dari makassar sebagai ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Desa laiya merupakan perkampungan yang terbentuk sebagai 

pertemuan tempat persinggahan para gerilyawan perang Camba padan 

zaman kolonial. Laiya (Ejaan Van Ophuijsen: Laija; Lontara Bugis & 

Lontara Makassar:transliterasi: Laiya)adalah nama sebuah desa yang 

berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Laiya berstatus sebagai desa definitif 

dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Mayoritas penduduk Desa 

Laiya adalah Suku Makassar dan Bugis. Dalam berkomunikasi sehari-hari 

menggunakan Bahasa Dentong. Desa ini mudah diakses karena dilintasi 

oleh jalan Nasional Poros Maros-Bone. 
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Secara administratif luas wilayah Desa Laiya yaitu dengan luas 

63,13km² yang meliputi 7 dusun yaitu, Dusun Bontomanai, Dusun Bonto 

Panno, Dusun Labuaja, Dusun Laiya, Dusun Mamampang, Dusun 

Matajang dan Dusun Pattalassang. Dengan batas wilayah desa: 

Tabel 4.1  Batas wilayah Desa Laiya 

Sebelah Berbatasan 

Utara Desa Limapoccoe 

Selatan 
Desa Bonto Manai dan Desa Bonto Somba (Kecamatan 

Tompobulu) 

Barat 
Desa Samangki (Kecamatan Simbang) dan Desa 

Lebbotengngae 

Timur 

Desa Watang cani (Kecamatan Bontocani, Kabupaten 

Bone), Desa Erelembang (Kecamatan Tombopao, 

Kabupaten Gowa), dan Desa Cenrana Baru. 

                Sumber : Profil Desa Laiya 

Desa Laiya ini berbatasan dengan 8 desa, 4 Kecamatan dan 2 

Kabupaten, dengan peta wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Laiya  

 Sumber: Profil Desa Laiya 
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Desa Laiya memiliki luas 63,13 km² dan penduduk berjumlah 

2.876 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 45,56 jiwa/km² pada 

tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk desa laiya pada tahun 

tersebut adalah 98,62. artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 

98 penduduk laki-laki. 

2. Visi dan Misi Desa Laiya 

a. Visi Desa 

Dalam membangun kehidupan masyarakat tentunya harus 

memiliki sebuah visi pembangunan yang terarah demi terwujudnya 

kesejsahteraan masyarakat. Visi ini merupakan visi Kepala Desa 

Laiya yang disusun sebelum ia dipilih menjadi Kepala Desa Laiya 

saat ia dicalonkan menjadi Kepala Desa. Adapun visi dari Desa 

Laiya untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut: 

“Mewujudkan masyarakat Desa Laiya yang sejahtera dan 

beriman melalui pemerintahan yang bersih, serta 

meningkatkan perdagangan, pertanian dan perkebungan yang 

baik” 

b. Misi Desa 

1) Meningkatkan kualitas sistem keamanan masyarakat dan 

pelayanan petugas keamanan 

2)  Menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi 



44 
 

 
 

3)  Menciptakan pelayanan yang merata berkeadilan dan tepat 

guna 

4) Menciptakan kebersihan lingkungan hidup  

5) Mengelola potensi alam  

6) Membina SDM yang terampil dan handal. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Laiya 

Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur desa Laiya secara umum 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 

2016. Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 39 sebagai 

berikut : 

a.)Kepala Desa  

1. Kepala Desan berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa. 

2. Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

dan penataan dan pengelolaan wilayah.  
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b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. 

d) Pemaberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 

dan karang taruna. 

e) Menjaga hubungan kenitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

b). Sekretaris Desa 

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan 

sekretariat desa. 

2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi : 

a)  Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
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kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan, dan administrasi pengahasilan kepala desa, 

perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginvertarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan. 

3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan  

1. Kepala urusan berkedudukan sebagi unsur staf sekretariat. 

2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi : 

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan  

b) Ketatan usahaan seperti tata naskah,administrasi surat 

menyurat, arsip, dan eskpedisi, dan penataan administrasi 
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perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, menyiapkan rapat pengadministrasian aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayaan umum. 

c) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verivikasi keuangan, dan 

administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, 

dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

d) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi 

mengkordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan. 

c). Kepala Seksi Pemerintahan 

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. 

2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai 

pelaksanaan tugas operasional. 

3. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi : 

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 



48 
 

 
 

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

pendataan dan pengelolaan profil desa. 

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi 

melaksanakan pembangunan sarana prasaranan, 

pemabangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 

sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, 

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyrakat, meningktakan upaya partisipasi 

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

 d). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk 

desa berdasrkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya di 

lakukan secara demokratis. 

2. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. 
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3. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 

dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut 

a). Fungsi BPD 

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa; 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
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B.  Hasil Penelitian 

Dalam upaya pencegahan stunting yang dilakukan di desa Laiya, 

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pemerintah desa, Bidan Desa, Dan 

Ketua Kader Posyandu merupakan gardan terdepan dalam memperkuat 

percepatan dan pencegahan stunting di masyarakat. Angka stunting di Desa 

Laiyadapat dilihat tiga tahun terakhir tepatnya di tahun 2021 angka stunting 

tidak begitu tinggi tetapi, di tahun 2022 tercatat sebagai angka stunting 

tertinggi dan di tahun 2023 stunting mengalami penurunan di kecamatan 

Cenrana sehingga pemerintah desa mengupayakan beberapa program untuk 

menekan angka stunting yang ada di Desa Laiya, sehingga hasil maksimal di 

dapat dari laporan penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) Puskesmas 

Cenrana. Bisa dilihat pada gambar berikut : 

 Gambar 4.2 presentase stunting di kecamatan Cenrana. 

 

Sumber: Pkm Puskesmas Cenrana  
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Peran pemerintah dalam pengendalian stunting telah berhasil mewujudkan 

penurunan stunting melalui program PMT (pemberian makanan tambahan) 

yang diberikankepada sasaran balita stunting dengan perporsi benar selama 3 

bulan melalui kader kesehatan dan pemberian edukasi kepada ibu balita atau 

pengasuh yang berjalan efektif selama 90 hari. Untuk mekanismenya selama 

10 hari berturut-turut dalam satu bulan pertama balita stunting dibawa ke pos 

posyandu untuk diberikan makanan dengan menu yang berbeda setiap harinya. 

Pada hari pertama, anak akan diukur terlebih dahulu tinggi badannya dan 

setelah proses pemberian makanan selama 10 hari dalam 3 bulan anak akan 

kembali diukur timggi badannya. Dalam anggaran belanja penanganan 

stunting selama 3 bulan cukup besar yaitu 55,224 juta, yang di peroleh dari 

dana desa Laiya pada tahun anggaran 2023. Anggaran penanganan stuntung 

juga diambil dari dana desa Laiya dengan besaran bervariasi antara 100 juta 

sampai 200 juta sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Gambar diatas 

memperlihatkan bahwa kejadian stunting pada balita di Desa Laiya selama 

tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Kasus stunting 

terjadi pada tahun 2021 sebanyak 48 balita teredeteksi stunting yaitu (18,2%). 

Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 66 orang balita 

terdeteksi stunting (34,19%) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 

stunting pada anak balita menjadi 33 orang (17,01%). Sehingga banyaknya 

kasus stunting menjadi acuan pemerintah lebih serius dalam melakukan 

berbagai upaya penurunan stunting pada ibu hamil dan balita. 
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Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengendalian stunting, peneliti 

akan menguraikan 3 (tiga) indikator peran pemerintah yaitu fasilitator, 

mobilsator, dan regulator, yang dikemukakan oleh Suhardono (2018). Oleh 

karena itu, hasil penelitian akan disajikan melalui metode wawancara pada 

pembahasan di bawah ini: 

1. Pemerintah sebagai Fasilitator 

Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting 

sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi 

serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur 

tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan.  

 Berdasarkan wawancara dengan pak A.S selaku Kepala Desa Laiya 

tentang kasus stunting selama tiga tahun terakhir ini, mengalami 

peningkatan dan penurunan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, 

Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut 

“Sebagai kepala desa saya bertugas atau terlibat dalam 

memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan 

oleh masyarakat untuk memperlancar dan mengarahkan atau 

menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam 

penurunan stunting, contohnya mengajak kaum ibu memperhatikan 

pola sehat terutama pada saat hamil serta rutin mengikuti 

sosialisasi karena masyarakat awalnya tidak tahu apa yang di 

maksud dengan stunting kini telah mengetahui betapa pentingnya 

menjaga kesehatan dan memperhatikan lingkungan sekitar”. (Hasil 

wawancara kepala desa  A.S 16 April 2024).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat di tarik 

kesimpulan bahwa kepala desa memberikan bantuan sarana dan prasarana 

kepada masyarakat dalam penanganan stunting. Lebih lanjut beliau 

mengatakan: 
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“Saya juga bergerak di bidang pendampingan seperti kami rutin 

turun kelapangan mengadakan sosialisasi diposyandu kepada 

masyarakat mengenai bahaya  stunting dengan mengkoordinasikan 

dan memfasilitasi upaya pencegahan stunting di desa laiya. Saya 

juga berpesan kepada para kader posyandu harus bisa bersikap 

responsif terhadap kondisi keluarga sekitar, kader juga diharapkan 

mampu bersinergi secara baik sehingga kasus stunting dapat cepat 

terdeteksi, cepat terlapor dan cepat tertangani”. (Hasil wawancara 

kepala desa A.S 16 April 2024). Lebih lanjut beliau mengatakan : 

“Saya juga mengajak kader Posyandu untuk melakukan 

pembangunan serta penyediaan makanan sehat untuk ibu hamil dan 

anak-anak”. (Hasil wawancara kepala desa A.S 16 April 2024). 

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

Kepala Desabergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta 

dibidang pendanaan dan juga permodalan. Berikut adalah wawancara dari 

Ketua Kader Posyandu: 

“Kepala desa laiya memfasilitasi rumah posyandu dengan berbagai 

macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan 

posyandu, adapun sarana yang diberikan sebagai berikut : Buku 

register, timbangan bayi dan alat ukur pada balita.”. (Hasil 

wawancara ketua H 18 April 2024). 

 

 Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

ketua kader posyandu difasilitasi oleh pemerintah desa sudah cukup baik 

dengan adanya sarana dan prasarana serta pendanaan atau permodalan. 

Lebih lanjut beliau mengatakan : 

“Adapun masyarakat yang setiap bulan berkunjung ke pos 

posyandu kami berikan bantuan kepada ibu hamil dan balita secara 

bertahap baik berupa susu, biskuit dan vitamin. Adapun pemberian 

makanan tambahan kami datang langsung ke rumah-rumah yang 

mengalami stunting selama tiga bulan perbaikan gizi”.  
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 Terlebih dahulu kita melihat wawancara dari salah satu 

masyarakat : 

“dari sudut pandang saya pemerintah desa sudah berperan dengan 

baik dalam memfasilitasi pos posyandu adapun fasilitas yang saya 

lihat serperti alat-alat kesehatan sudah lengkap sehingga kami 

masyarakat dapat terlayani dengan baik sehingga kami sangat 

terbantu”. (Hasil wawancara R 18 april 2024). 

 Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat yang berkunjung ke pos posyandu sudah 

mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari kader posyandu dan bidan 

desa.   

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 

sudah bekerja dengan baik dalam memfasilitasi rumah posyandu untuk 

masyarakat setempat dengan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi 

bahwa pentingnya pencegahan stunting.  

Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka 

stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui 

sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, 

alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan. 

Jadi peran pemerintah telah memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas 

dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di 

Desa Laiya. 
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2. Pemerintah sebagai Mobilisator  

Pemerintah sebagai Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau 

menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan  nyata dalam 

penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi 

orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama. Berikut adalah 

wawancara dengan bidan Desa : 

“Peran saya sebagai bidan desa adalah untuk mengingatkan dan 

menyadarkan orang tua serta remaja untuk memberikan informansi 

dan mengedukasi ibu hamil dan orang tua balita serta memantau 

tumbuh kembang bayi setiap bulan secara terpadu di posyandu 

untuk mendeteksi dini stunting dan mengoptimalkan tinggi 

badan”. ( Hasil wawancara dengan bidan desa R 18 April 2024). 

 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa, 

bidan desa memiliki peran untuk mengedukasi dan memantau setiap bulan 

secara terpadu di posyandu agar tidak terqjadi kasus stunting pada balita. 

Berikut hasil wawancara dengan ketua kader posyandu: 

“Saya berperan sebagai kader posyandu dalam pemberdayaan 

masyarakat dan juga memiliki peran penting dalam menggerakan, 

memotivasi, dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran kesehatan dan memperoleh kebutuahan dasar.” (Hasil 

wawancara ketua kader posyandu H 18 April 2024). Lebih lanjut 

beliau mengatakan: 

 

“Adapun beberapa strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan mobilisasi sebagai kader posyandu 

yang pertama pembinaan kader posyandu, pelatihan kader 

posyandu, kurikulum dan program pelatihan, sistem pemantauan 

dan dukungan, serta pengembangan kapasitas kader, kemampuan 

kader, dan meningkatkan kesadaran dan penggalian 

pengetahuan”.(Hasil wawancara ketua kader posyandu H 18 April 

2024). 
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Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

ketua kader posyandu memiliki peran sebagai mobilisator untuk 

memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

untuk meningkatan kebutuhan dasar. Berikut adalah hasil wawancara dari 

salah satu masyarakat: 

“Kami masyarakat diberi tahu oleh pemerintah desa atau kepala 

desa untuk mengikuti program pencegahan stunting yang pertama 

peningkatan gizi atau PMT untuk mencegah terjadi stunting.” 

(Hasil wawancara masyarakat R 18 April 2024). 

  

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Mobilisator adalah 

orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk 

melakukan tindakan  nyata dalam penanganan stunting selain itu 

pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna 

untuk kepentingan bersama. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai mobilisator 

untuk dapat menyadarakan dan memberitahukan kepada masyarakat 

tentang pentingnya pencegahan stunting. 

3.Pemerintah sebagai Regulator  

Pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

penyelenggaraan pembangunanan.Serta menjalankan kebijakan dalam 

memandu penurunan stunting melalui program PMT (Pemberian Makanan 

Tambahan). Berikut hasil wawancara dengan kepala Desa: 

“sebagai kepala desa saya diarahkan dari pemerintah pusat untuk 

memandu masyarakat guna pencegahan stunting adapun cara atau 

langkah-langkah yang saya berikan kepada masyarakat yaitu saya 

mengarahkan masyarakat ke pos posyandu guna pelaksanaan 
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pemantauan tumbuh kembang anak dalam pencegahan penurunan 

stunting.”.  (Hasil wawancara kepala desa A. S 16 April 2024). 

Lebih lanjut beliau mengatakan : 

“Adapun program PMT yang diluncurkan oleh pemerintah pusat 

yang dijalankan selama 3 bulan yang diberikan kepada balita yang 

terdeteksi stunting dan bumil kek (kekurangan gizi kronis). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan 

bahwa pemerintah desa memberikan arah untuk memandu pelaksanaan 

upaya penurunan stunting dan adapun program yang diadakan yaitu PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita dan juga ibu hamil serta 

memastikan tidak adanya masyarakat yang terdampak atau terdeteksi 

stunting. Berikut wawancara dari salah satu  masyarakat: 

“Saya sebagai masyarakat melihat bahwa aturan yang di jalankan 

oleh pemerintah desa sangat baik. saya juga menganggap bahwa 

keberhasilan yang disusun oleh pemerintah dalam mencegah 

adanya stunting dengan mengadakan program PMT (pemberian 

Makanan tambahan).” (Hasil wawancara masyarakat R 18 April 

2024).  

 

Jadi Hasil wawancara diatas dapat disimpukan bahwa Kepala Desa 

telah berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya 

penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan 

Tambahan) dari pemerintah pusat untuk masyarakat setempat guna 

pencegahan stunting di desa laiya. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peran Pemerintah Desa dalam 

Pengendalian Stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

Menurut Suhardono (2016) terdapat tiga indikator : 

1. Fasilitator  

Menurut Suhardono (2016), dalam peranan ini pemerintah desa berfungsi 

sebagai fasilitator dalam mmemberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Fasilitator berarti bahwa pemerintah desa memberikan 

kemudahan dan bantuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan yang diperlukan.  

Hasil wawancara dengan pemerintah desa sudah bekerja dengan 

baik dalam memfasilitasi rumah posyandu untuk masyarakat setempat 

dengan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi bahwa pentingnya 

pencegahan stunting.  

Menurut pendapat (Labolo, 2008) Peran pemerintah sebagai 

fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana 

pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari 

pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal 

pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator 

maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan 

memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan 

kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan 
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prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana 

bagi sumber daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal 

mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan 

pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebultuhan 

masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari 

fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga 

kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutulhan untuk 

keberangsungan suatu kegiatan. 

Jadi teori Suhardono (2016) telah sejalan dengan teori (Labolo, 

2008) dimana Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan 

angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan 

melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa 

timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan 

kesehatan. Jadi peran pemerintah telah memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas 

dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di 

Desa Laiya. 

2. Mobilisator  

Menurut Suhardono (2016) dalam peranan ini, pemerintah desa 

berfungsi sebagai mobilisator, mobilisasi sumber daya dan potensi 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mobilisator 
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berarti bahwa pemerintah desa memperluas jaringan dan mmembangkitkan 

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan. 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Mobilisator adalah 

orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk 

melakukan tindakan  nyata dalam penanganan stunting selain itu 

pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna 

untuk kepentingan bersama. 

 Kata Mobilisator berasal dari kata “Mobilisasi”, menurut 

(Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2017) mobilisasi adalah kemampuan 

individu untuk melakukan gerakan fisik yang disengaja dari tubuh. Ketika 

seseorang mampu bergerak,dia biasanya mampu melakukan aktivitas 

hidup sehari-hari (activity daily living). mobilisator dalam hal ini orang 

yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatau yang 

berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. 

Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan 

atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang 

nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai mobilisator 

untuk dapat menyadarkan dan mengedukasi masyarakat tentang 

pentingnya pencegahan stunting. 

3. Regulator  

Menurut Suhardono (2016) dalam peranan ini, pemerintah desa 

berfungsi sebagi regulator, mengatur dan mengawasi pelayanan publik 
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untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Regulator berarti bahwa 

pemerintah desa mengawasi dan mengatur agar pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemerintah 

desa memberikan arah untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan 

stunting dan adapun program yang diadakan yaitu PMT (Pemberian 

Makanan Tambahan) kepada balita dan juga ibu hamil serta memastikan 

tidak adanya masyarakat yang terdampak atau terdeteksi stunting. Jadi 

Hasil wawancara diatas dapat disimpukan bahwa Kepala Desa telah 

berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya 

penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan 

Tambahan) dari pemerintah pusat untuk masyarakat setempat guna 

pencegahan stunting di desa laiya. 

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelengaraan pembangunan melalui penerbitan 

peraturan-peraturan (Labolo,2008). Peran pemerintah desa sebagai 

regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 

pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di 

tingkat desa. Regulasi stunting dibuat untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Serta untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting. 

Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secaraholistik, intelgratif, dan 

berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara 
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kementrian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dari bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai peran pemerintah 

dalam pengendalian stunting di Desa Laiya dari 3 indikator yang di pakai 

yaitu fasilitator, mobilisator dan regulator. Dimana ditemukan peran 

pemerintah sebagai fasilitator telah memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas 

dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di 

Desa Laiya. Peran pemerintah sebagai mobilisatorcukup baik dalam 

mengedukasi dan menginspirasi orang tua  atau remaja serta menyadarkan 

dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan 

stunting. Peran pemerintah sebagai regulator telah berhasil menjalankan 

kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting melalui 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan memastikan layanan 

berkualitas bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mengenai 

penurunan stunting di Desa. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka:  

 Setelah melakukan penelitian terkait peran pemerintah dalam pengendalian 

stunting di Desa Laiya Kecamatan cenrana Kabupaten Maros peneliti memberikan 

saran sebagai berikut 

Kader posyandu harus rutin melakukan pengukuran tinggi badan pada 

kegiatan posyandu tiap bulannya guna memantau status gizi anak secara teratur. 
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Lampiran: 

 

Dok. 1 : Peneliti di saat Melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Laiya 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros  

 

Dok. 2 : Pemberian Campak pada bayi dan Pengukuran Tinggi Badan pada anak 

balita di Desa Laiya. 
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Dok. 3 : Peneliti saat Melaksanakan Penelitian kepada Masyarakat dan Ketua 

Kader Posyandu di Desa Laiya. 

 

Dok 4 : Pemberian susu pada anak balita dan foto bersama dengan petugas gizi 

puskesmas, ibu desa, bidan desa dan kader posyandu di desa Laiya. 
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Dok. 5 : Pemberian PMT pada anak balita dan pemberian vitamin kepada anak 

remaja di Desa Laiya. 
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